BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR      225A      TAHUN 2007
TENTANG

HONORARIUM DEWAN PENGAWAS, POKOK-POKOK PENGGAJIAN DAN PENGHASILAN LAINNYA BAGI DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA DHARMA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul, perlu menetapkan honorarium Dewan Pengawas, gaji Direksi dan Pegawai dan penghasilannya sesuai kondisi saat ini;

b. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 498/B/Kep/Bt/1995 tentang Penetapan Honorarium Ketua dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 499/B/Kep/Bt/1995 tentang Pokok-Pokok Penggajian dan Penghasilan Lainnya Bagi Pegawai dan Karyawan Kontrak Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 102/B/Kep/Bt/1997 tentang Penetapan Gaji Direksi dan Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, sudah tidak sesuai lagi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Honorarium Dewan Pengawas, Pokok-Pokok Penggajian dan Penghasilan Lainnya Bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, jis. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul 4 Tahun 1987 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1991;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 490/B/Kep/Bt/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;




M E M U T U S K A N  :
	Menetapkan


	· 

	KESATU
	· Honorarium Dewan Pengawas, Pokok-Pokok Penggajian dan Penghasilan Lainnya Bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul, sebagai berikut :
a. Honorarium Dewan Pengawas :

1. Ketua setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama setiap bulan;

2. Sekretaris setinggi-tingginya sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama setiap bulan;
3. Anggota setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama setiap bulan;
b. Gaji dan Penghasilan Direksi :

1. Gaji Pokok sebesar 4,5 (empat setengah) kali gaji pokok terendah pegawai tetap Perusahaan Daerah;

2. Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

3. Tunjangan pangan/beras sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

4. Tunjangan jabatan;
5. Tunjangan transportasi; dan

6. Tunjangan perbaikan penghasilan setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok setiap bulan.

c. Gaji dan Penghasilan Pegawai :

1. Gaji pokok sesuai dengan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil, pada golongan ruang dan kepangkatan yang sama;

2. Tunjangan istri/suami dan anak sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Tunjangan pangan/beras sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

4. Tunjangan jabatan;
5. Tunjangan transportasi :

6. Tunjangan perbaikan penghasilan setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok setiap bulan;

7. Tunjangan fungsional bagi Pegawai yang melaksanakan tugas fungsional tertentu.
d. Gaji dan penghasilan bagi pegawai tidak tetap/kontrak disesuaikan peraturan upah minimum regional yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.


	KEDUA
	· Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.



	KETIGA
	· Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditetapkan berdasarkan Rencana Anggaran Kegiatan yang telah disahkan oleh Bupati Bantul dan diketahui Dewan Pengawas.



	KEEMPAT
	· Terhadap honorarium, gaji dan penghasilan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikenakan potongan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul.


	KELIMA
	· Direksi dan pegawai yang melaksanakan tugas melebihi jam kerja, dapat diberikan tambahan uang makan serta uang lembur yang besarnya diatur dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.


	KEENAM
	· Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul.



	KETUJUH
	· Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka :

1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 498/B/Kep/Bt/1995 tentang Penetapan Honorarium Ketua dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 499/B/Kep/Bt/1995 tentang Pokok-Pokok Penggajian dan Penghasilan Lainnya Bagi Pegawai dan Karyawan Kontrak Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul; dan

3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 102/B/Kep/Bt/1997 tentang Penetapan Gaji Direksi dan Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



	KEDELAPAN
	· Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;

3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;

5. Kepala Bagian Ekonomi Setda. Kabupaten Bantul;

6. Dewan Pengawas PD. Aneka Dharma Kabupaten Bantul;

7. Direksi PD. Aneka Dharma Kabupaten Bantul;
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
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